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BUPATI LABUHANBATU UTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  LABUHANBATU UTARA 

NOMOR 5 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA 

DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LABUHANBATU UTARA, 
 

Menimbang 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Mengingat 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman 
di daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 
Permukiman;  

 
b. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian 
dengan peraturan dan perundang-undangan dan dinamika 
masyarakat saat ini, sehingga perlu diubah; 

  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan 
Permukiman; 

 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 
 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 
 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

 
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007   

 
Nomor… 

SALINAN 
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Nomor 68, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4869); 
 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5252); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor  9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Taahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6622); 
 

10. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6864); 
 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang  

 
Pengelolaan… 
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Menetapkan 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

: 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang 
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5615); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5883, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6624); 
 

15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor  
34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Keterpaduan Prasana, Sarana dan Utilitas 
(PSU) Kawasan Perumahan; 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Perumahan dan Permukiman di Daerah; 
 

17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana 

Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan 
Permukiman; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

LABUHANBATU UTARA 
  dan 

BUPATI LABUHANBATU UTARA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN DAERAH 

TENTANG  PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. 

 

Pasal… 
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Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 

Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran 

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2023, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Nomor 121), diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:    
 

Pasal 35 

 
(1) Dalam hal Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak 
dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan 

dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas 
tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 ayat (6) huruf b, dijadikan dasar oleh Pemerintah 
Daerah dalam pembuatan akta Notaris pernyataan 

pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
 

(2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan 
keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan 

penyerahan Prasarana dan Sarana yang telah  disampaikan 
oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media masa 

tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk 
menyerahkan PSU dimaksud. 

 
(3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1), dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk 

mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di 
Kantor Pertanahan setempat. 

 
(4) Dalam hal Pengembang yang tidak diketahui kedudukan 

dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1), belum 
melakukan serah terima administrasi dan atau tidak 
memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau 

bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) 
huruf b, Bupati melalui pejabat yang ditunjuk membuat 

berita acara penyerahan PSU. 
 

(5) Berita acara penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), dilaksanakan sebagai berikut:  
a. dinas yang berwenang menangani Perumahan meminta  

surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat 
bahwa pengembang tidak diketahui kedudukan 

/domisili di wilayah setempat; 
b. Tim Verifikasi melakukan sosialisasi kepada perwakilan 

warga perumahan; 
c. perwakilan warga perumahan menyerahkan dan 

menandatangani Berita Acara Penyerahan PSU yang 

diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; 
d. berdasarkan Berita Acara Penyerahan PSU sebagaimana  

 
dimaksud… 
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Ditetapkan di Aek Kanopan 
pada tanggal 31 Mei 2024 

BUPATI LABUHANBATU UTARA, 
 

ttd. 
   dto 
      HENDRI YANTO SITORUS 

 

Diundangkan di Aek Kanopan 

pada tanggal 31 Mei 2024 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, 
 

ttd. 
 

MUHAMMAD SUIB 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI 
SUMATERA UTARA: (6-86/2024) 

dimaksud pada huruf c, maka Tim Verifikasi melakukan 

pengukuran dan pendataan PSU yang akan 
diserahkankepada Pemerintah Daerah sesuai kondisi 

eksisting;  
 

(6) Dalam hal PSU sudah diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah, namun tidak memiliki bukti-bukti administrasi 

serah terima PSU dari Pengembang kepada Pemerintah 
Daerah, maka PSU dimaksud diproses sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 
 

(7) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk membuat pernyataan 
aset atas tanah PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  

sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di 
Kantor Pertanahan setempat. 

 

(8) Setelah Kantor Pertanahan setempat menerbitkan sertifikat 

hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib 
melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam Daftar 
Barang Milik Daerah. 

 

(9) Bupati menyerahkan PSU kepada Perangkat Daerah yang 
berwenang mengelola dan memelihara PSU dimaksud. 

 

(10) Penyerahan PSU kepada Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan. 

 

(11) Perangkat Daerah yang menerima aset PSU melakukan 

pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan        
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 
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PENJELASAN  

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 

NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2023  

TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN. 

 

I. UMUM 
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Perumahan dan Permukiman di Daerah serta dalam rangka memberikan 

jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta 
memberikan kepastian hukum, telah ditetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyerahan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Dalam 
melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud, khususnya tentang Penyerahan 

PSU yang tidak diketahui keberadaan Pengembangnya, perlu dilakukan 
pengaturan yang lebih terperinci, oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan.  
 

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 35 

 
Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 134 


